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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM  PELAKSANAAN AKAD GADAI MOBIL DAN 

SEPEDA  MOTOR DI DESA DUREN KECAMATAN PILANGKENCENG 

KABUPATEN MADIUN 

 
A. Analisis Pelaksanan Akad Gadai Mobil dan Sepeda Motor di Desa Duren 

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. 
 

Al-rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam yang 

diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan 

demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil 

kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan 

bahwa rahn adalah semacam jaminan hutang atau gadai.1    

Dalam pembahasan bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa 

masyarakat di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun 

yang melatar belakangi menggadaikan barang berharganya kepada murtahin 

dikarenakan beberapa faktor antara lain biaya pendidikan, kebutuhan 

membuka usaha agar terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan yang mendesak 

untuk menutupi perekonomiannya yang perharinya kurang. Oleh sebab itu 

masyarakat lebih memilih menggadaikan kepada perseorangan lebih mudah 

dari pada di lembaga penggadaian karena prosesnya lama dan persyaratanya 

yang dianggap sulit bagi sebagian kelompok, padahal jika menggadaikan ke 

perseorangan tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengketaan. Selain 

itu maksud dari menjaminkan barang berharganya sebagai jaminan utang 

1 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah (Jakarta: Gemainsasi, 2001), 128. 
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yang dilakukan ra>hin, pada dasarnya murtahin meminta barang jaminan 

kepada ra>hin bertujuan agar murtahin merasa lebih tenang apabila 

memberikan utang uang kepada ra>hin, apabila ra>hin tidak bisa 

mengembalikan uang pinjamannya maka murtahin bisa menjual barang 

jaminannya.  

Penerapan sistem gadai dalam bab sebelumnya di Desa Duren 

Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini dalam melakukan  proses 

peminjaman uang, tanpa menggunakan saksi dan barang bukti peminjaman. 

Selanjutnya ra>hin tidak diberikan tanpa batas waktu pembayaran utang, 

sampai hutangnya lunas asalkan tetap membayar bunga perbulanya. Proses 

pengembalian utang yang diberikan kepada ra>hin setiap bulannya membayar 

bunga, apabila ra>hin tidak bisa membayar bunga maka murtahin memberikan 

denda kepada ra>hin sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.  

Islam melarang untuk mengenakan bunga dan denda jika pembayaran 

utangnya, karena prinsip hutang adalah tolong menolong orang lain (tabarru’) 

dan tidak boleh mengambil keuntungan dalam tabarru’. Disamping itu, 

pengambilan keuntungan sepihak dalam transaksi keuangan juga dilarang 

dalm Islam, yang dikenal dengan istilah riba dimana ada kesepakatan untuk 

membayar bunga dalam transaksi hutang piutang atau pembiayaan. Dalam 

hal ini satu pihak akan mendapat keuntungan yang sudah pasti, sedangkan 

pihak yang lainnya hanya menikmati sisa keuntungannya.2 Menurut 

2 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: 
2006), 150. 
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penelitian Hendi Suhendi, setidaknya ada tiga hal yang memungkinkan pada 

gadai mengandung unsur riba, yaitu: 

1. Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa ra>hin atau 

penggadai harus memberikan tambahan kepada murtahin atau penerima 

gadai ketika membayar utang. 

2. Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut 

dilaksanakan. 

3. Apabila ra>hin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang 

telah ditentukan, kemudian murtahin menjual marhu>n dengan tidak 

memberikan kelebihan harga marhu>n kepada ra>hin. Padahal utang ra>hin 

lebih kecil nilainya dari marhu>n.3 

 
B. Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Akad Gadai Mobil dan Sepeda 

Motor di Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. 
  

Dari hasil yang dilihat dalam penelitian ini, akad gadai yang terjadi di 

Desa Duren Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun ini memang tidak 

tertulis secara formal, namun pihak murtahin tetap mempunyai tentang kapan 

akad itu terjadi. Gadai ini juga tidak memiliki batasan waktu atau jatuh 

tempo, akad gadai ini lebih didasarkan pada rasa saling percaya diantara 

kedua belah pihak.  

Dalam kehidupan manusia tidak akan terlepas dari praktek muamalah, 

maka Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman 

3 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana Prada Media, 2010), 271. 
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untuk mencatan jika mereka bermuamalah tidak dengan cara tunai. Hal ini 

terdapat dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah (2): 282 yang berbunyi: 

                                     

      

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar”. 4 
 
Anjuran Allah untuk mencatat tersebut bertujuan untuk menghindari 

adanya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak-pihak yang terkait 

dengan akad, karena tidak menutup kemungkinan jika sebuah perjanjian itu 

tidak menutup kemungkinan jika sebuah perjanjian tidak dicatatkan, maka 

dikemudian hari takut ada semacam pengkhianatan terhadap salah satu pihak 

tersebut, baik itu pihak yang berhutang maupun pihak yang memberi 

hutangan.  

Sebelumnya sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa praktek 

gadai yang terjadi dalam masyarakat Desa Duren ini di awali dengan 

perjanjian antar kedua belah pihak, dimana pihak ra>hin (orang yang 

menggadaikan) datang kepada murtahin (penerima gadai) untuk berhutang 

sejumlah uang dan bermaksud menjadikan mobil dan sepeda motor sebagai 

jaminan hutang tersebut. Setelah keduanya sepakat, akad tersebut 

mempunyai kekuatan mengikat dan secara otomatis barang gadai tersebut 

4 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 49. 
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dimiliki oleh murtahin\. Ra>hin tidak berhak atas barang yang digadaikan 

kepada murtahin selama ra>hin belum melunasi uang yang dipinjamnya.  

Walaupun praktek gadai tanpa batasan waktu yang terjadi di 

masyarakat Desa Duren tidak tertulis, namun akad tersebut sudah memenuhi 

rukun gadai,yaitu adanya ‘Aqid (ra>hin dan murtahin), marhu>n (barang yang 

digadaikan, marhu>n bih (utang) dan shighat}.  

Dalam pelaksanaan gadai, akad antara murtahin dan ra>hin merupakan 

faktor terpenting dalam pelaksanaan gadai tersebut, dalam akad atau 

perjanjian gadai dapat diwujudkan dengan ija>b qabu>l atau kesepakatan, 

karena akad merupakan salah satu rukun gadai. Namun dalam prakteknya 

pemanfaatan barang gadai tersebut tidak melakukan suatu perjanjian tentang 

pemanfaatannya. Murtahin hanya menyerahkan uang sesuai permintaan ra>hin 

dan meminta bunga dari pinjaman serta memanfaatkan barang gadai tersebut. 

Memanfaatkan barang jaminan gadai adalah termasuk riba. Sebagai 

hal nya peneliti terjun langsung dilapangan di Desa Duren Kecamatan 

Pilangkenceng Kabupaten Madiun bahwa proses gadai disitu menemukan 

unsur kecurangan yang dilakukan oleh murtahin terhadap barang yang 

digadaikan oleh ra>hin. Murtahin memanfaatkan mobil dan sepeda motor 

untuk disewakan atau direntalkan kepada pihak ketiga, dan dengan hal ini 

murtahin mendapat keuntungan dari pemanfaatan gadai tersebut kemudian 

hasilnya digunakan untuk modal pinjam meminjam kembali kepada orang 

lain, dengan hal itu maka murtahin lebih mendapat keuntungan banyak yang 

kemudian itu mengadung unsur riba. 
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Dengan melihat keadaan yang terjadi di Desa Duren, dalam 

pelaksanaan gadai mobil dan sepeda motor di samping berakibat positif 

(memberi keuntungan) juga berakibat  negatif (merugikan) bagi pihak rahn 

akan merasa dirugikan, disamping itu tedapat bunga dan denda yang harus 

dibayar oleh ra>hin. Murtahin juga memanfaatkan mobil dan sepeda motor 

untuk disewakan kepada pihak ketiga dengan mendapat hasil yang tanpa 

dibagi dengan ra>hin sedangkan bagi murtahin dengan memanfaatkan barang 

tersebut mendapat keuntungan luar biasa.  

Sebagaimana yang telah dalam al-Qur’an, telah diungkapkan dimana 

Allah melarang adanya pelanggaran atau keuntungan sepihak, selain itu pula 

Islam dalam pedomannya al-Quran dan al-hadits serta adanya kesepakatan 

kedua belah pihak.5 Oleh karena itu, kerjasama antara seorang manusia 

merupakan sebuah kebutuhan itu bisa berbagi bentuk\, misalnya dalam 

kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan ekonomi. 

Pemanfaatan barang gadai harus dengan seijin ra>hin atau pemiliknya, 

karena itu adalah termasuk pada pengambilan manfaat barang gadai. Praktek 

gadai dengan memanfaatkan  barang jaminan atau barang gadai itu sudah 

tidak sesuai dengan tujuan gadai. Gadai yang mengambil manfaat adalah riba, 

dan gadai yang seperti ini tidak boleh menurut hukum Islam. Kendatipun 

pemilik barang (ra>hin) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa 

5 Rahmat Syafe’i, Fiqih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76. 
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hal dia tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan, atau menyewakan 

barang jaminan itu, sebelum ada persetujuan dari penerima gadai.6 

Pada dasarnya gadai yang dilakukan di Desa Duren menyimpang 

dalam Islam, Allah SWT melarang manusia manusia dalam memenuhi 

kebutuhannya saling memakan harta sesama dengan jalan bathil. 

Sebagaimana dalam firman Allah SWT al-Qur’an surat an-Nisa (4): 29 yang 

berbunyi: 

                          

                       

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu”.7 
 
Maksud dalam ayat ini menurut Islam adanya unsur kecurangan, harus 

dihindarkan dari sistem praktek yang diterapkan karena sudah melanggar dari 

aturan sya’riat Islam. Dan dianggap praktek gadai mobil dan sepeda motor 

tidak diperbolehkan. Diperbolehkan asalkan tidak mengandung suatu 

maslahah, tetapi hanya untuk menolong masyarakat yang membutuhkan. 

Sedangkan tujuan dari penetapan hukum adalah untuk memudahkan 

tercapainya atau terhindarnya dari kemungkinan dari berbuat maksiat. 

Pemanfaatan gadai mobil dan sepeda motor merupakan praktek yang 

dilarang oleh Islam. Mengingat praktek itu lebih banyak kemadharatan 

6 M.Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2003), 
257. 
7 Departemen Agama, al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Pustaka al-Fatih, 2009), 115. 
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dibanding dengan segi kemaslahatannya, kendati secara hukum Islam sah 

akad gadainya tetapi praktek dan pemanfaatannya yang digunakan 

bertentangan dengan aturan agama. 


